
 

 
 

TUGAS AKHIR 

 

KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP 

KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

 

 

Disusun Oleh : 

ANDHIKA RAFLI REFIANDI 

NIM : 202010110311085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

FAKULTAS HUKUM 

2024 



 

i 
 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

Ungkapan Pribadi : 

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih  

Ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan 

datang karena selangkah lagi untuk menang” 

- RA. Kartini   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto : 

“Life isn’t about finding yourself. 

Life is about creating yourself” 

- George Bernard Shaw 

  



 

vi 
 

ABSTRAKSI 

 

Nama   : Andhika Rafli Refiandi 

NIM   : 202010110311085 

Judul   : Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap  

Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang 

 Pembimbing  : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

     Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

Adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan (UUJN) Notaris 

dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terkait 

kewajiban merahasiakan akta yang dimiliki oleh Notaris, menimbulkan suatu 

konflik norma antara UUJN Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 ayat 

1 dengan UU TPPU Pasal 28, Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ayat 2, Pasal 45, Pasal 72 

ayat 1 dan ayat 2. Sehingga, dari permasalahan tersebut penelitian ini menganalisis 

terkait Kekuatan Hukum Dalam UUJN Terkait Kewajiban Merahasiakan Akta 

Dengan Adanya Kedudukan Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian 

Uang Dalam UU TPPU dan Pelaksanaan Sumpah Dan Kewajiban Notaris Dalam 

UUJN Jika Dalam UU TPPU Notaris Diharuskan Membuka Kerahasiaan Akta. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan 

bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta yang tercantum dalam UUJN 

khususnya dalam Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 huruf f dan Pasal 54 ayat 1, kekuatan 

hukum UUJN terkait merahasiakan akta menjadi lemah jika mengacu pada UU 

TPPU tepatnya pada Pasal 28, Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ayat 2, Pasal 45, dan 

Pasal 72 ayat 1 dan 2, karena apabila terjadi tindak pidana pencucian uang UU 

TPPU lebih diutamakan dibandingkan dengan UUJN. Pelaksanaan sumpah janji 

dan kewajiban Notaris terkait dengan kerahasiaan akta yang tercantum dalam 

UUJN tetap menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris. UUJN 

yang merupakan pedoman utama bagi profesi Notaris, wajib untuk tetap 

dilaksanakan dalam kondisi apapun. Namun, pelaksanaan sumpah dan kewajiban 

Notaris terkait merahasiakan akta dalam UUJN dapat dikesampingkan dengan 

adanya UU TPPU.  

 

 

Kata Kunci  : Konflik Norma, Notaris, Kerahasiaan Akta 
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ABSTRACT 

 

Nama  : Andhika Rafli Refiandi 

Nim  : 202010110311085 

Judul  : Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap  

Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

     2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

The inconsistency between the Notary Law (UUJN) and the Money Laundering 

Criminal Law (UU TPPU) regarding the obligation to maintain the confidentiality 

of deeds held by Notaries, creates a normative conflict between UUJN Article 4 

paragraph 2, Article 16 paragraph 1 letter f, and Article 54 paragraph 1 with UU 

TPPU Article 28, Article 41 paragraph 1 letter a and paragraph 2, Article 45, 

Article 72 paragraph 1 and paragraph 2. Therefore, this research analyzes the 

Legal Force in UUJN Regarding the Obligation to Maintain the Confidentiality of 

Deeds with the Position of Notaries as Reporters of Money Laundering Crimes in 

UU TPPU and the Implementation of Notary Oaths and Obligations in UUJN If in 

UU TPPU Notaries are Required to Disclose the Confidentiality of Deeds. The type 

of research used is normative juridical with legal material collection techniques 

through literature study. The results of this research show that regarding the 

obligation of Notaries to maintain the confidentiality of deeds stated in UUJN, 

especially in Article 4 paragraph 2, Article 16 letter f, and Article 54 paragraph 1, 

the legal force of UUJN regarding confidentiality of deeds becomes weak when 

referring to UU TPPU, specifically in Article 28, Article 41 paragraph 1 letter a 

and paragraph 2, Article 45, and Article 72 paragraph 1 and 2, because if money 

laundering occurs, UU TPPU takes precedence over UUJN. The implementation of 

oath and obligations of Notaries regarding the confidentiality of deeds stated in 

UUJN remains the responsibility that must be carried out by Notaries. UUJN, 

which is the main guideline for the Notary profession, must be adhered to under 

any circumstances. However, the implementation of oaths and obligations of 

Notaries regarding confidentiality of deeds in UUJN can be overridden by UU 

TPPU. 
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